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ABSTRAK 

Wicaksono, Heru. 2019. “Model Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) di Kota Semarang (Perspektif Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan)”, Skripsi, 

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Dosen 

Pembimbing: Dr. Rodiyah, S.Pd., SH., M.Si dan Tri Sulistiyono, SH., MH. 

Kata Kunci : Dana Bantuan Operasional Sekolah, Pengelolaan, Pengawasan. 

Kebutuhan dalam bidang pendidikan telah mendorong pemerintah Indonesia 

untuk menyalurkan berbagai bantuan demi keberlangsungan penyelenggaraan 

pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah dana Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS). Perumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan 

pengelolaan dan pengawasan dana bantuan operasional sekolah Kota Semarang 

berdasarkan perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan? (2) Bagaimana model pengelolaan dan 

pengawasan dana bantuan operasional sekolah berdasarkan perspektif Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan? 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian 

kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian berasal dari 

data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang berupa 

wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang 

sesuai guideline atau arahan materi dalam melakukan fasilitasi dan monitoring 

sekolah-sekolah yang melakukan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah 

dengan mandiri. Namun dalam melakukan pengawasan, Dinas Pendidikan secara 

melekat dibantu oleh Inspektorat Kota Semarang. Inspektorat Kota Semarang 

memiliki fungsi lebih khusus dalam melakukan pengawasan terhadap dana bantuan 

operasional sekolah yakni dengan melakukan pemeriksaan post audit. 

Simpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan dan pengawasan dana 

bantuan operasional sekolah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 

1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan namun masih ditemukan kendala-

kendala yang menghambat pelaksanaannya. 
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ABSTRACT 

 

Wicaksono, Heru. 2019. "Model of Management and Supervision of School 

Operational Assistance Funds (BOS) in Semarang City (In The Perspective Number 1 

of 2007 Concerning Education Management)", Thesis, Legal Studies Program, 

Faculty of Law, Semarang State University, Supervisor: Dr. Rodiyah, S.Pd., SH., 

M.Sc and Tri Sulistiyono, SH., MH. 

Keywords: School Operational Assistance Funds, Management, 

Supervision. 

The need in the field of education has encouraged the Indonesian 

government to channel a variety of assistance for the sake of continuing education in 

Indonesia, one of which is the School Operational Assistance (BOS) fund. The 

formulation of the problem of this research are (1) How is the implementation of 

management and supervision of Semarang City school operational assistance funds 

based on the perspective of Semarang City Regulation No. 1 of 2007 concerning the 

Implementation of Education? (2) What is the model of management and supervision 

of school operational assistance funds based on the perspective of Regional 

Regulation Number 1 of 2007 concerning Education Organization? 

The research method used in this paper is qualitative research with a 

sociological juridical approach. Source of research data comes from primary data 

and secondary data with data collection techniques in the form of interviews, 

documentation and literature studies. 

The results showed that the Semarang City Education Office in accordance 

with the guidelines or direction of the material in facilitating and monitoring schools 

that manage school operational assistance funds independently. But in conducting 

supervision, the Education Office is inherently assisted by the Inspectorate of the City 

of Semarang. Semarang City Inspectorate has a more specific function in supervising 

school operational assistance funds, namely by conducting a post audit. 

The conclusion of this research is the management and supervision of school 

operational assistance funds in accordance with the Semarang City Regional 

Regulation No. 1 of 2007 concerning Education Implementation but there are still 

obstacles that hamper its implementation. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perubahan dan perkembangan yang terjadi pada masyarakat dunia 

saat ini menimbulkan persaingan yang semakin ketat antar bangsa dalam 

berbagai bidang kehidupan. Dalam menghadapi persaingan tersebut 

diperlukan sumber daya manusia berkualitas. Pembangunan sumber daya 

yang berkualitas pada dasarnya adalah untuk menciptakan dan 

mengembangkan ilmu dan teknologi yang modern sebagai sarana 

mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Peningkatan 

sumber daya manusia dapat dilakukan melalui proses pendidikan. 

 Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan 

kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Namun, saat ini 

masih banyak rakyat miskin yang memiliki keterbatasan untuk 

memperoleh pendidikan bermutu, hal ini disebabkan antara lain karena 

keterbatasan dalam biaya pendidikan.  

 Pemerintah telah mengatur hak-hak pendidikan dalam kebijakan-

kebijakan Negara, diantaranya : Amandemen UUD 1945 dan UU Sistem 

Pendidikan Nasional (SPN) Dalam amandemen UUD 1945 Pasal 31 Ayat 

(1) dan (2) menegaskan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan 

dan untuk pendidikan dasar pemerintah wajib membiayainya. 
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 Perintah UUD 1945 ini diperkuat oleh UU Sistem Pendidikan 

Nasional (SPN) yang disahkan 11 Juni 2003. Ketentuan tersebut 

menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama atas 

pendidikan. Namun realitasnya, saat ini dunia pendidikan Indonesia masih 

dihadapkan pada tantangan besar untuk mencerdaskan bangsa. Tantangan 

yang dihadapi di bidang pendidikan adalah meningkatkan akses, 

pemerataan, dan kualitas pelayanan pendidikan terutama pada jenjang 

pendidikan dasar. 

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dalam Pasal 6 ayat (1) 

tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga 

negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar yang dikenal 

dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. 

Konsekuensi atas hal tersebut, pemerintah wajib memberikan layanan 

pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar 

(SD/MI dan SMP/Mts serta satuan pendidikan yang sederajat). 

 Meningkatnya kebutuhan dalam bidang pendidikan telah 

mendorong pemerintah Indonesia untuk menyalurkan berbagai bantuan 

demi keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, salah 

satunya adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana bantuan 

operasional Sekolah (BOS) merupakan dana bantuan pemerintah di bidang 

pendidikan yang diperuntukkan bagi sekolah tingkat dasar di Indonesia 

dengan tujuan untuk meminimalisasi beban biaya pendidikan demi 

tuntasnya program “Wajib belajar sembilan tahun yang bermutu”. 
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 Sebagaimana diketahui bahwa dalam rangka mendukung 

percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang 

bermutu dan membantu membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak 

mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, serta membantu murid 

tingkat lanjutan dapat membiayai keperluan sekolahnya agar tidak putus 

sekolah akibat kesulitan ekonomi, Pemerintah memprogramkan pemberian 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOS Buku, dan Bantuan Khusus 

Murid (BKM). Sumber pembiayaan BOS berasal dan dialokasikan dari 

APBN dan APBD yang dalam kehidupan sehari-hari lebih dikenal dengan 

sebutan BOS untuk yang berasal dari APBN dan BOPDA untuk BOS yang 

dialokasikan lewat APBD. Fakta menunjukkan selama ini keterlambatan 

pencairan dana BOS/BOPDA seringkali menimbulkan keluhan yang 

berkepanjangan bagi siswa maupun tenaga pendidik khususnya Guru 

Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). 

 Dana Bantuan Operasional Sekolah tidak luput dari penyimpangan 

dalam pengelolaan administrasi. Seperti yang terjadi di Semarang pada 

tahun 2013, penambahan tenaga administrasi terkait dengan pengelolaan 

dana BOS dianggap perlu untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam 

pekerjaan dikarenakan jika hanya Kepala Sekolah saja dalam pengelolaan 

dana BOS dianggap tidak mampu dalam mengelola dana tersebut 

(Kemendagri, 29/01/2013, diakses pada tanggal 21 Desember 2016 Pukul 

01.17 WIB). 
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Tabel 1.1  

Data Penerima Dana BOS Jawa Tengah Tahun 2016 

NO KABUPATEN/KOTA SEKOLAH SISWA DANA 

1 KAB. Cilacap 153 991 198.200.000 

2 KAB. Banyumas 123 678 135.600.000 

3 KAB. Purbalingga 90 512 102.400.000 

4 KAB. Banjarnegara 79 204 40.800.000 

5 KAB. Kebumen 99 380 76.000.000 

6 KAB. Purworejo 64 461 92.200.000 

7 KAB. Wonosobo 85 296 59.200.000 

8 KAB. Magelang 65 344 68.800.000 

9 KAB. Boyolali 66 364 72.800.000 

10 KAB. Klaten 107 560 112.000.000 

11 KAB. Sukoharjo 61 186 37.200.000 

12 KAB. Wonogiri 87 258 51.600.000 

13 KAB. Karanganyar 67 470 94.000.000 

14 KAB. Sragen 74 308 61.600.000 

15 KAB. Grobogan 91 418 83.600.000 

16 KAB. Blora 65 535 107.000.000 

17 KAB. Rembang 40 116 23.200.000 

18 KAB. Pati 92 358 71.600.000 

19 KAB. Kudus 40 132 26.400.000 

20 KAB. Jepara 35 82 16.400.000 
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Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. 

Peraturan Daerah Kota Semarang No. 1 Tahun 2007 dalam Pasal 

62 ayat (1) mengatur tentang kewajiban Pemerintah Daerah Kota 

Semarang menjamin setiap anak untuk mendapatkan kesempatan belajar 

mulai dari pendidikan dasar sampai menengah dan membebaskan biaya 

pendidikan dasar bagi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. 

21 KAB. Demak 77 436 87.200.000 

22 KAB. Semarang 88 675 135.000.000 

23 KAB. Temanggung 72 284 56.800.000 

24 KAB. Kendal 65 208 41.600.000 

25 KAB. Batang 37 176 45.200.000 

26 KAB. Pekalongan 42 148 29.600.000 

27 KAB. Pemalang 114 1096 219.200.000 

28 KAB. Tegal 107 1170 234.000.000 

29 KAB. Brebes 131 899 179.800.000 

30 KOTA Magelang 14 44 8.800.000 

31 KOTA Surakarta 41 816 163.200.000 

32 KOTA Salatiga 33 550 110.000.000 

33 KOTA Semarang 104 1252 250.400.000 

34 KOTA Pekalongan 25 82 16.400.000 

35 KOTA Tegal 28 94 18.800.000 

JUMLAH 2.561 15.583 3.116.600.000 3.116.600.000 
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Pengawasan pengelolaan dana BOS tidak sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab pemerintah tapi juga menjadi tanggung jawab bagi 

masyarakat. Penyelewengan yang terjadi secara tidak langsung juga 

merupakan akibat dari minimnya partisipasi dan transparansi publik. 

Pengelolaan BOS selama ini terlalu didominasi oleh kepala sekolah dan 

bendahara BOS. Peran warga sekolah dan masyarakat kurang diperhatikan 

dalam pengawasan pelaksanaan BOS. Padahal dengan pengendalian dari 

publik masalah penyelewengan dapat diminimalisir. Oleh karena itu, 

Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan bahwa dokumen surat 

pertanggungjawaban BOS adalah dokumen publik yang bersifat terbuka 

yang dapat diakses masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat 

dapat ikut mengawasi penyelenggaraan dana BOS agar berjalan lebih baik 

dan minim dari penyimpangan. 

Penelitian yang penulis tulis ini memiliki perbedaan substansi 

dengan penelitian sebelumnya yang lebih memfokuskan pada 

penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin di Kota Semarang. Dan 

oleh karena itu penulis ingin memfokuskan pada pengelolaan dan 

pengawasan dana BOS untuk mewujudkan pendidikan dasar wajib 

sembilan tahun yang bermutu di Kota Semarang. Berdasarkan uraian latar 

belakang dan alasan yang telah diungkapkan tersebut diatas maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Model Pengelolaan 

dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota 
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Semarang (Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 

Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan)”. 

 

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

 Dari uraian latar belakang maka dapat diidentifikasikan masalah 

yang  ditemukan sebagai berikut : 

1. Model pengelolaan dan pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) di Kota Semarang menurut perspektif Peraturan Daerah Nomor 

1 Tahun 2007 tentang Penyeleggaraan Pendidikan 

2. Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam mengatur Dana Bantuan 

Operasional Sekolah di Kota Semarang. 

3. Efektivitas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam mengelola dan mengawasi 

Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kota Semarang.  

4. Masyarakat harus mengetahui model pengelolaan dan pengawasan 

Dana Bantuan Operasional Sekolah agar terciptanya pengelolaan yang 

transparan. 

5. Kendala-kendala yang menyebabkan terhambatnya pengelolaan dan 

pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah di Kota Semarang. 
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1.2.2 Pembatasan Masalah 

 Agar penelitian ini bertujuan pada suatu masalah tertentu dan lebih 

mendalam permasalahannya, maka perlu diadakan suatu pembatasan 

masalah. Dalam penelitian ini penulis membatasi pada suatu masalah 

tertentu, antara lain : 

1. Penelitian ini akan lebih menekankan pada Pelaksanaan Pengelolaan 

dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

berdasarkan perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang  Nomor 1 

Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan kendala-kendala 

yang dihadapi di wilayah Kota Ssemarang dengan melibatkan 

Inspektorat Kota Semarang dan Dinas Pendidikan Kota Semarang. 

2. Penelitian ini akan membahas mengenai Model Pengelolaan dan 

Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan 

perspektif  Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan di wilayah Kota Semarang dengan 

melibatkan Inspektorat Kota Semarang dan Dinas Pendidikan Kota 

Semarang. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

 Mengacu pada uraian tersebut diatas, maka penulis merumuskan 

permasalahan yang diambil adalah : 

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan perspektif Peraturan Daerah 
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Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan? 

2. Bagaimana Model Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan perspektif  Peraturan Daerah 

Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan  pokok  permasalahan  di atas, maka penelitian ini  bertujuan 

sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengawasan Dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan perspektif Peraturan 

Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan dan menemukan kendala yang mempengaruhi terhadap 

Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah di 

Kota Semarang. 

2. Menemukan Model Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan perspektif Peraturan Daerah 

Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

 Nilai suatu penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat 

diambil dari penulisan tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis 

adalah sebagai berikut :  

1.5.1 Manfaat Teoritis 

a. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga 

 dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam 

 kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti 

khususnya terhadap Model Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS). 

c.  Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain tentang Model Pengelolaan dan 

Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dalam hal ini 

dilakukan di wilayah Kota Semarang. 

d.  Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah Daerah  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan atau 

gambaran kepada para pengawas dan pengelola dana Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) dalam melakukan tugasnya sebagai abdi negara yang dituntut 

harus mampu mewujudkan Pendidikan dasar yang merata di Kota Semarang. 
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b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada 

masyarakat mengenai tata kelola dan model pengelolaan dan pengawasan dana 

Bantuan Operasional Sekolah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Rujukan penelitian yang pertama yaitu skripsi dengan judul “Model 

Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Warga Miskin di 

Kota Semarang”, (Yuliana, 2013). Dalam skripsi ini permasalahan yang dibahas 

yakni: Pertama: Model Kebijakan Pemerintah Kota Semarang terkait dengan 

pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin. Kedua: 

Tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang terkait dengan pengelolaan dan 

penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin. Ketiga: Hambatan-hambatan 

yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan pengelolaan dan 

penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin di Kota Semarang.  

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota 

Semarang memiliki 2 Model Kebijakan untuk pengelolaan dan penyelenggaraan 

pendidikan bagi warga miskin di Kota Semarang yaitu uang pengganti SPP dan 

Beasiswa untuk warga miskin di Kota Semarang,  

Kemudian penelitian oleh (Monika Jayatri, 2012) yang meneliti “Analisis 

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 11 Yogyakarta 

dan SMPN 1 Purworejo”. Dalam skripsi ini permasalahan yang dibahas yakni: 

Pertama: Menganalisis petunjuk pelaksanaan yang dijadikan pedoman dalam 

pengelolaan dana BOS. Kedua: Menganalisis pengelolaan dana BOS di SMPN 11 

Yogyakarta dan SMPN 1 Purworejo.  

12 
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Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Dana BOS di 

kedua sekolah belum terlalu baik, kesalahan yang paling umum terjadi adalah 

kurangnya kelengkapan administrasi dalam bendel SPJ yang berisi bukti transaksi. 

Adapun pengelolaan fasilitas sekolah yang terkait dana BOS di SMPN 1 

Purworejo belum terlalu baik, kegiatan inventarisasi sudah lama tidak dilakukan 

terhadap barang yang dimiliki sekolah dan pengelolaan fasilitas sekolah di SMPN 

11 Yogyakarta secara keseluruhan tidak dapat diketahui secara jelas, proses 

perolehan data mengenai fasilitas sekolah mengalami hambatan yakni hanya dapat 

diketahui proses perencanaan dan pengadaan saja. 

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut di atas, peneliti bermaksud 

mengkaji hal yang lebih penting dari sekedar pengelolaan dana Bantuan 

Operasional Sekolah. Melainkan dengan melakukan penelitian terkait pengawasan 

dan pengelolaan terhadap lembaga-lembaga yang terkait dalam mengelola dana 

Bantuan Operasional Sekolah yang terlibat secara langsung khususnya pada 

daerah Kota Semarang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang 

Model Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di 

Kota Semarang, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam model 

pengelolaan dan pengawasan serta strategi yang ditempuh untuk mengatasi 

hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan model pengelolaan dan 

pengawasan. Berikut penjelasan terhadap penelitian terdahulu secara detail: 
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Tabel 2.1  

Kesamaan, Perbedaan dan Kebaharuan Penelitian 

 

 

No Judul Penelitian dan Nama 

Peneliti 

Kesamaan 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

Kebaharuan 

Penelitian 

1. Model 

Kebijakan 

Pengelolaan 

dan 

Penyelenggara

an Pendidikan 

Bagi Warga 

Miskin di Kota 

Semarang 

Yuliana 1. Mengguna

kan 

pendekatan 

penelitian 

kualitatif 

2. Objek 

Penelitian 

di Dinas 

Pendidikan 

Kota 

Semarang 

3. Teknik 

pengumpul

an data 

menggunak

an data 

primer dan 

sekunder 

1. Fokus 

peneliti

annya 

yang 

berbeda 

2. Cakupa

n 

tentang 

masalah 

yang 

diteliti 

Membahas 

Model 

Kebijakan 

Pemerintah 

Kota 

Semarang 

terkait 

dengan 

pengelolaan 

dan 

penyelenggar

aan 

pendidikan 

bagi warga 

miskin 

2. Analisis 

Pengelolaan 

Dana Bantuan 

Operasional 

Sekolah (BOS) 

di SMPN 11 

Yogyakarta 

dan SMPN 1 

Purworejo 

Monika 

Jayatri 

1. Mengguna

kan 

pendekatan 

penelitian 

kualitatif 

2. Menganalis

is 

Pengelolaa

n Dana 

Bantuan 

Operasiona

l Sekolah 

1. Fokus 

peneliti

annya 

yang 

berbeda 

2. Cakupa

n 

masalah 

yang 

diteliti 

Membahas 

analisis 

pengelolaan 

dana Bantuan 

Operasional 

Sekolah  

3. Model 

Pengelolaan 

dan 

Pengawasan 

Dana 

Bantuan 

Heru 

Wicaksono 

  Meneliti dan 

mendeskrips

ikan model 

pengelolaan 

dana 

bantuan 
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Operasional 

Sekolah 

(Perspektif 

Peraturan 

Daerah 

Nomor 1 

Tahun 2007 

tentang 

Penyelenggar

aan 

Pendidikan) 

operasional 

sekolah 

(BOS) Kota 

Semarang 

Sumber : Analisis peneliti tahun 2017 

2.2 Pengelolaan Pendidikan 

 Pengelolaan adalah substantika dari mengelola, sedangkan mengelola 

berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan, merencanakan, 

mengorganisasikan, melaksanakan, pengawasan dan penilaian untuk 

menghasilkan sesuatu tujuan” (dalam google.com, Drs. Winarno Hamiseno). 

Pengelolaan adalah proses pencapaian tujuan yang dimulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, penerapan, pemantauan, dan penilaian. Dengan 

rincian dijelaskan sebagai berikut: 

a. Perencanaan merupakan kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, 

bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, dan 

berapa banyak biaya yang dibutuhkan. 

b. Pengorganisasian merupakan kegiatan membagi tugas-tugas kepada siapa 

orang yang terlibat dalam kerja sama untuk mencapai tujuan. Dan 

mengandung makna menjaga agar tugas-tugas yang telah dibagi itu dapat 

dikerjakan dengan optimal. 

c. Pengarahan diperlukan agar kegiatan yang dilakukan bersama itu tetap 
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melalui jalur yang telah ditetapkan dan nantinya tidak terjadi 

penyimpangan. 

d. Pelaksanaan memerlukan proses pemantauan agar suatu kegiatan dapat 

diketahui seberapa jauh kegiatan telah mencapai tujuannya dan kesulitan 

apa yang ditemui dalam pelaksanaan itu. 

e. Yang terakhir adalah penilaian untuk melihat apakah tujuan yang telah 

ditetapkan tercapai dan kalau tidak apakah hambatan-hambatannya. 

Penilaian ini dapat berupa proses kegiatan atau penilaian hasil kegiatan. 

 Pendidikan merupakan salah satu faktor utama untuk dapat mencapai 

kemakmuran suatu negara, sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (1) Undang 

Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa setiap warga negara 

berhak mendapat pendidikan. Ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga negara 

wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat (3) 

menetapkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu 

sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta 

akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan 

undang-undang, Ayat (4) menugaskan negara untuk memprioritaskan anggaran 

pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja 

negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan daerah (APBD) untuk 

mememenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 

 Aturan yang termuat dalam Ayat (4) menunjukkan betapa penting bidang 

pendidikan di bumi nusantara ini. Sebanyak 20 persen atau seperlima anggaran 

pemerintah pusat dan seperlima anggaran pemerintah daerah harus dialokasikan 
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untuk menyelenggarakan pendidikan. 

 Disimpulkan bahwa negara kita menempatkan pendidikan pada prioritas 

pertama dengan mengalokasikan anggaran terbesar dari semua sektor. Pendidikan 

erat kaitannya dengan menyentuh langsung hak masyarakat, dan sangat terkait 

erat dengan pembangunan sumber daya manusia. 

 

2.3 Pengawasan Dalam Pendidikan 

2.3.1 Pengawasan Sebagai Kegiatan 

 Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas” berarti “penjagaan”. Istilah 

pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dengan ilmu administrasi yaitu 

sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. George R Terry berpendapat 

bahwa istilah “control” sebagaimana dikutip Muchsan, artinya : “control is to 

determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if 

needed to ensure result in keeping with the plan”. (Pengawasan adalah 

menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan 

korektif, jika perlu memastikan sesuai dengan rencana) (Muchsan, 2007: 97). 

 Mucshan dalam bukunya (Irfan Fachrudin, 2004: 55) berpendapat sebagai 

berikut: “pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas 

secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan 

apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dijelaskan apabila 

tidak sesuai dengan semestinya atau standar yang berlaku bagi kegiatan yang 

dilakukan maka telah terjadi penyimpangan. 
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 Pengawasan menurut Mockler (Stoner: 1996;592) adalah suatu usaha 

sistematis untuk menentukan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan 

perencanaan, merancang sistem informasi-informasi umpan balik, 

membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta 

mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua 

sumber daya peusahaan digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien 

dalam tujuan-tujuan organisasi. 

 Di lembaga pendidikan sekolah, pengawasan dikenal dengan istilah 

supervisi, yaitu kegiatan pembinaan para pendidik dalam mengembangkan proses 

pembelajaran, termasuk segala unsur penunjangnya (Made Pidarta: 2009;2) 

 Menurut Hatsono (1996) menyatakan tujuan pengawasan pendidikan dan 

kebudayaan adalah untuk mendeteksi sedini mungkin segala bentuk 

penyimpangan serta menindaklanjutinya dalam rangka mendukung pelaksanaan 

prioritas pendidikan. Prioritas yang dimaksud adalah pemerataan kesempatan 

belajar, relevansi, peningkatan mutu, dan kesangkilan dan kemangkusan. 

 Kesalahan dan penyimpangan dalam pengawasan merupakan kegiatan dari 

kenyataan yang sebenarnya, selain hal tersebut dalam kegiatan pengawasan juga 

harus ditemukan sebab-sebab terjadinya penyimpangan, sifat penyimpangan, 

akibat hukum dari penyimpangan dan kerugian keuangan yang ditimbulkan dari 

perbuatan penyimpangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan. 
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2.3.2 Administrasi Pengawasan 

 Pengawasan dipandang dari kelembagaan yang dikontrol dan yang 

melaksanakan kontrol dapat dibedakan menjadi kontrol intern (internal control) 

dan kontrol ekstern (external control). Kontrol intern adalah pengawasan yang 

dilakukan oleh suatu badan/organ yang secara struktural adalah masih termasuk 

organisasi dalam lingkungan pemerintah. Misalnya, pengawasan yang dilakukan 

oleh pejabat atasan terhadap bawahanya secara hierarkhis. Kontrol ekstern adalah 

pengawasan yang dilakukan oleh badan atau organ secara struktur organisasi 

berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif. 

 Indonesia adalah Negara hukum, ini berarti Indonesia mempunyai sistem 

peradilan yang kuat, menurut Rodiyah (2013:53): 

Indonesia is a Law State; it means that the Indonesia has 

a strong juridical basis in the role of carrying out the development. 

The country must be built from two concept that are law and 

democracy. Justice and democracy interpreted diverse with a 

variety of perspectives. Plural perspective legal shows that the law 

is a science, the doctrine of facts, law enforcement officials, 

decision authority, governance processes, and the regular behavior 

and also as a fabric of values. Understanding the varied law 

indicates that the legal scope is not limited to the normative 

understanding of existing law in a law course, but there are in the 

process of local government and the decisions of government 

officials 

 

 Kutipan diatas menunjukkan bahwa Negara harus di bangun berdasarkan 

dua konsep yaitu hukum dan demokrasi. Keadilan dan demokrasi ditafsirkan 

beragam dengan berbagai perspektif. Perspektif hukum plural menunjukkan 

bahwa hukum adalah ilmu, doktrin fakta, aparat penegak hukum, keputusan 

pemerintah, proses pemerintahan dan perilaku yang teratur juga sebagai nilai. 

Memahami hukum yang bervariasi menunjukkan bahwa ruang lingkup hukum 
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tidak terbatas pada pemahaman normatif terhadap hukum yang berlaku di 

masyarakat, tetapi ada dalam proses pemerintahan daerah dan keputusan dari 

pejabat pemerintahan dan terdapat pengawasan didalamnya. 

 Di Indonesia dikenal bermacam-macam pengawasan yang secara teoretis 

dibedakan atas pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif 

dan represif, pengawasan internal dan eksternal. Bentuk pengawasan tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1) Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung 

  Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara 

pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, 

memeriksa, mengecek sendiri secara on the spot di tempat pekerjaan, dan 

menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Hal ini 

dilakukan dengan inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung 

diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari 

pelaksana baik lisan maupun tulisan, mempelajari pendapat masyarakat 

dan sebagainya tanpa on the spot. 

2) Pengawasan Preventif dan Represif 

  Arti pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat 

mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu 

jangan sampai terjerumus pada kesalahan. Pengawasan preventif adalah 

pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak 

mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan represif adalah 
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pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap 

kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa Peraturan Daerah, 

Peraturan Kepala Daerah, Keputusan DPRD maupun Keputusan Pimpinan 

DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan 

represif berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan daerah 

yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-

undangan yang lainnya. 

3) Pengawasan Internal dan Eksternal 

  Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh 

aparat dalam organisasi itu sendiri. Pengawasan intern lebih dikenal 

dengan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah 

pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional 

oleh lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan fungsional, 

yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi seperti 

Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/ Kota. 

Sementara pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh 

aparat dari luar organisasi itu sendiri seperti Badan Pemeriksa Keuangan. 

 

2.3.3 Pelaksanaan Pengawasan 

1) Langkah Dalam Proses Pengawasan 

 J. Mockler  (2003: 45) membagi pengawasan menjadi (4) empat 

tahap yaitu sebagai berikut : 
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a) Menetapkan standar dan metode untuk mengukur kinerja. 

Penetapan standar dan metode untuk pengukuran kinerja bisa 

mencakup standar dan ukuran segala hal, mulai dari target 

penjualan, produksi sampai pada catatan kehadiran dan keamanan 

pekerja. Untuk menjamin efektivitas langkah ini, standar tersebut 

harus dispesifikasikan dalam bentuk yang berarti dan diterima oleh 

para individu yang bersangkutan. 

b) Mengukur kinerja/mengukur kegiatan yang dilakukan. 

Langkah mengukur kinerja merupakan proses yang berlanjut, 

dengan frekuensi aktual bergantung pada jenis aktivitas yang 

sedang diukur. 

c) Membandingkan kinerja sesuai dengan standar. 

  Membandingkan kinerja adalah membandingkan hasil yang 

telah diukur dengan target atau standar yang telah ditetapkan. 

Apabila kinerja sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka 

manajer berasumsi bahwa semua berjalan lancar. Mereka tidak 

perlu aktif mengintervensi dalam organisasi. 

d) Melakukan tindakan koreksi. 

  Langkah ini diambil jika kinerja dinilai tidak mencapai 

standar. Tindakan pembenahan dapat berupa perubahan pada 

sebuah atau beberapa kegiatan dalam operasi organisasi atau 

terhadap standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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2) Maksud dan Tujuan Pengawasan 

a) Maksud Pengawasan Menurut Para Ahli 

  Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi 

sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab 

setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. 

Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha 

pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang (1998: 22) maksud 

pengawasan adalah untuk : 

(1) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak. 

(2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh 

pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang 

kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya 

kesalahan yang baru. 

(3) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah 

ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan 

sesuai dengan yang telah direncanakan. 

(4) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase 

tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam 

planning atau tidak. 

(5) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang 

telah ditetapkan dalam planning, yaitu standar. 

Dari pendapat  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  

maksud pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan 
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tugas umum di dalam pemerintahan apakah telah 

dilaksanakan secara hemat, efisien, dan efektif serta 

mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu 

diperbaiki kearah yang lebih baik. 

b) Tujuan Pengawasan Menurut Para Ahli 

Situmorang (1998: 26) mengatakan bahwa tujuan 

pengawasan adalah : 

(1) Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang 

didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang 

berdaya guna (dan berhasil guna serta ditunjang oleh 

partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam 

wujud pengawasan masyarakat (social control) yang obyektif 

dan bertanggung jawab. 

(2) Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan 

aparat pemerintah, timbulnya disiplin kerja yang sehat. 

(3) Agar adanya keluasan dalam melaksanakan tugas fungsi atau 

kegiatan, timbulnya budaya malu dalam diri masing-masing 

aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam 

untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan 

ajaran agama.  
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2.4 Bantuan Operasional Sekolah 

2.4.1 Pengertian, Tujuan, dan Sasaran Program Bantuan Operasional 

Sekolah 

  Sebagaimana digariskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nomor 69 Tahun 2009 BOS adalah program pemerintah yang pada 

dasarnya adalah penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi 

satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. 

  Tujuan BOS, Mengutip Peraturan Menteri Pendidikan diatas, 

secara umum program BOS bertujuan untuk  meringankan beban 

masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 

tahun yang bermutu. Sedangkan secara khusus program BOS bertujuan 

untuk : 

1) Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan 

SMP/SMPLB/SM PT (Terbuka) negeri terhadap biaya 

operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf 

internasional (RSBI) dan sekolah internasional (SBI). 

Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap 

dipertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, 

sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih; 

2)  Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh 

pungutan dalam bentuk apapun, baik disekolah negeri maupun 

swasta; 
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3) Meringankan beban biaya olerasi sekolah bagi siswa disekolah 

swasta. 

  Sasaran Program dan Besarnya Bantuan, adalah semua sekolah 

SD dan SMP, termasuk SMP (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar 

Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri 

maupun swasta diseluruh propinsi diseluruh Indonesia. Program Kejar 

Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS. 

 

2.5 Hak Asasi Manusia Bidang Pendidikan 

2.5.1 Tujuan dan Sasaran Hak atas Pendidikan secara Universal 

  Hak atas pendidikan, termasuk berbagai aspek kebebasan 

pendidikan dan kebebasan akademis, merupakan bagian penting dalam 

hukum hak asasi manusia. Walaupun hak atas pendidikan secara umum 

dianggap sebagai hak kebudayaan, namun ia pun berkaitan dengan hak 

asasi manusia yang lain. Karena begitu lekatnya antara pendidikan dengan 

hak asasi manusia yang lain, sehingga pendidikan merupakan prasyarat 

bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Pengenyaman hak sipil dan hak 

politik, seperti kebebasan atas informasi, kebebasan berekspresi, 

berkumpul dan berserikat, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, atau 

hak atas kesetaraan kesempatan atas pelayanan publik, tergantung kepada 

sekurang-kurangnya suatu tingkat pendidikan minimum, termasuk 

keaksaraan. Sejalan dengan itu, banyak hak ekonomi, sosial dan budaya 

seperti hak untuk memilih pekerjaan, hak untuk mendapatkan pembayaran 
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yang setara untuk pekerjaan yang setara, hak untuk membentuk serikat 

buruh, atau hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan kebudayaan, 

untuk menikmati keuntungan kemajuan ilmu pengetahuan dan untuk 

mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi berdasarkan kemampuan, 

hanya dapat dilaksanakan secara berarti setelah seseorang memperoleh 

tingkat pendidikan minimum. 

  Secara universal berdasarkan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 

pendidikan merupakan hak setiap manusia. 

  Pentingnya pendidikan adalah bertujuan untuk memperkuat hak 

asasi manusia. Pendidikan merupakan salah satu alat penting untuk 

memajukan hak asasi manusia. Toleransi dan pengormatan terhadap hak 

asasi manusia tidak hanya menjadi tujuan penting pendidikan. Tujuan dan 

sasaran pendidikan yang berkaitan dengan hak asasi manusia ini diakui 

secara internasional, yang ditetapkan dalam Pasal 26 ayat (2) Deklarasi 

Hak Asasi Manusia bahwa: “Pendidikan harus ditujukan kearah 

pengembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa 

penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar. 

Pendidikan harus memajukan saling pengertian, toleransi dan persahabatan 

diantara semua bangsa-bangsa, kelompok ras maupun agama, serta 

memperluas kegiatan perserikatan bangsa-bangsa dalam memelihara 

perdamaian”. 
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2.5.2 Kebijakan Hak Pendidikan di Indonesia 

  Pentingnya pendidikan selain untuk mecerdaskan kehidupan 

bangsa, untuk memajukan hak asasi manusia di Indonesia, pendidikan juga 

menjadi alat yang penting untuk memajukan pengetahuan, kesejahteraan 

sosial, serta harkat dan martabat bangsa Indonesia.  

  Salah satu unsur tercapainya kesejahteraan sosial dengan 

tercapainya kehidupan yang layak seperti yang di amanatkan dalam UUD 

1945. 

  Pendidikan merupakan hak konstitusional, yang dijamin 

implementasinya secara nasional berdasarkan konstitusi. Di Indonesia hak 

ini diakui dan dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung 

jawab negara di dalam pendidikan dituangkan di dalam pasal-pasal dalam 

UUD 1945, dan sasaran pendidikan secara konkret adalah 

“…mencerdaskan kehidupan bangsa…” sebagaimana yang tertuang di 

dalam Pembukaan UUD 1945. Sesungguhnya jauh sebelum dibentuknya 

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Para pendiri negara 

Indonesia telah menyadari bahwa pendidikan merupakan akses kepada 

kehidupan bangsa yang cerdas dan bermartabat, oleh karena itu hak atas 

pendidikan dijamin di dalam konstitusi UUD 1945 sebagaimana yang 

tertuang di dalam pasal: 

1) Pasal 31 ayat (1) 

   “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. 

2) Pasal 31 ayat (2) 
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   “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar 

dan pemerintah wajib membiayainya”. 

3) Pasal 31 ayat (3) 

   “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu 

sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa”. 

4) Pasal 31 ayat (4) 

   “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-

kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja 

negara serta dari aggaran pendapatan dan belanja daerah untuk 

memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. 

5) Pasal 31 ayat (5) 

   “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan tekhnologi 

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa 

untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.” 

 

2.6 Bantuan Operasional Sekolah Perspektif Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

2.6.1 Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan 

 Tujuan Pendidikan (Kemdiknas) “tujuan pendidikan nasional 

adalah mengembangka potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
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sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”. 

 Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 2 

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan adalah: 

a) Pemerataan kesempatan pendidikan; 

b) Meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar; dan 

c) Mengembangkan manajemen pendidikan bertumpu pada partisipasi 

masyarakat, transparansi anggaran pendidikan dan akuntabilitas 

penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan. 

2.6.2 Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah dan Masyarakat 

 Pada hakikatnya pendidikan adalah hak dasar bagi setiap warga 

negara Indonesia untuk dapat menikmatinya. Pendidikan merupakan 

usaha sadar yang dilakukan oleh manusia agar dapat mengembangkan 

potensi dirinya melalui proses pembelajaran (Munib, 2009;139). 

 Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan berbunyi sebagai berikut : 
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Pasal 7 

Setiap masyarakat mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk 

memperoleh pendidikan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan 

pendidikan. 

 

2.6.3 Peserta Didik 

 Menurut Sudarwan Danim (2010:1) “Peserta didik merupakan 

sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal”. 

 Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 11 

Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak untuk: 

a) Mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan 

diajarkan oleh pendidik yang seagama serta memperoleh jaminan untuk 

menjalankan ibadah yang dipeluknya; 

b) Mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan 

kemampuannya termasuk peserta didik luar biasa; 

c) Mendapat beasiswa atau penghargaan bagi peserta didik yang 

berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik; 

d) Mendapatkan bantuan fasilitas belajar, bantuan biaya pendidikan, 

kesehatan dan santunan kecelakaan, kematian serta peningkatan gizi 

yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan Walikota; 
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e) Mendapat pembebasan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya 

tergolong keluarga miskin; dan 

f) Menyelesaikan batas waktu program pendidikan sesuai dengan 

kecepatan belajar masing-masing dengan tidak menyimpang dari 

persyaratan yang ditetapkan. 

2.6.4 Wajib Belajar 

 Menurut Soedijarto (2008:295) pengertian wajib belajar sebagai 

terjemahan dari “compulsary education” merujuk pada suatu kebijakan 

yang mengharuskan warga negara dalam usia sekolah untuk mengikuti 

pendidikan sekolah sampai pada jenjang tertentu, dan pemerintah 

memberikan dukungan sepenuhnya agar peserta wajib belajar dapat 

mengikuti pendidikan. 

 Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 62 

Pemerintah Daerah berkewajiban: 

a) Menetapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun meliputi pendidikan 

dasar 9 tahun dan pendidikan menengah 3 tahun; 

b) Menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari 

pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah; dan 

c) Membebaskan biaya pendidikan dasar bagi wajib belajar pendidikan 9 

tahun. 
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2.7 Teori Hukum 

Teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang disamping mencoba 

secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya 

memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum 

(Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006:23). Memperhatikan keterangan tersebut, 

maka dikemukakan beberapa teori : 

2.7.1 Teori Good Governance 

Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen 

pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip 

demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi 

dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif 

menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework 

bagi tumbuhnya aktifitas usaha. (bulelengkab.go.id, diakses pada tanggal 14 

Agustus 2019, pukul 08:00 WIB) 

Good Governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan 

diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah 

terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang 

bersih. 

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak luput dari teori Good 

Governance, dimana prinsip-prinsip di dalam Good Governance termuat di 

dalam Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah itu 

sendiri, seperti prinsip Partisipasi Masyarakat, Tegaknya Supremasi Hukum, 

Transparansi, dan Berorientasi pada Konsensus. 
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2.7.2 Teori Welfare State 

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif welfare state 

Indonesia merupakan cita-cita pendiri bangsa yang ditegaskan dalam naskah 

pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

dan kemudian dirinci dalam pasal-pasal beserta penjelasannya. 

Salah satu unsur tercapainya kesejahteraan sosial dengan tercapainya 

kehidupan yang layak seperti yang di amanatkan dalam UUD 1945, menurut 

Tri Sulistiyono (2015:67): 

National Objectives of the establishment of Indonesia as 

stated in the Preambule of the Constitution of the Republic  of 

Indonesia in 1945 are the first, to protect the people of Indonesia 

and the country of Indonesia; second, promote the general 

welfare;Third, to educate the  nation; and fourth, participating in the 

establishment of world orderliness. At the second national goal, the 

state has the duty to promote the general welfare in order to create 

prosperity for all Indonesian people in various fields of life. 

 

Kutipan diatas menunjukkan bahwa Negara Indonesia dalam 

menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial harus berdasar pada amanat Undang-

undang Dasar sebagai amanat rakyat. Demi tercapainya negara yang 

berkesejahteraan, dapat menjalankan kehidupan yang layak sesuai harkat 

martabat sebagai manusia dan mendapat hak-hak yang melekat pada setiap 

warga negara. Perkembangan ekonomi globalpun sangat berpengaruh terhadap 

Kesejahteraan Sosial, 

Pemerintah memiliki kedudukan yang bersifat rangkap yang harus 

dijalankan pada saat yang sama untuk mencapai tujuan kesejahteraan bersama. 

Kedua macam kedudukan pemerintah tersebut berkaitan satu sama lain. 
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Pertama, di satu pihak, pemerintah berkedudukan sebagai penguasa  yang 

berwenang membuat aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat supaya 

ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan dalam kenyataan. 

Kedua, di lain pihak, pemerintah berkedudukan sebagai pelayan masyarakat 

(public servant) yang bertugas mengurus, menyelenggarakan, dan melayani 

segenap urusan dan kepentingan masyarakat. Sebagai pelayan masyarakat, 

pemerintah tentu saja harus dianggap bukan sebagai penguasa yang harus 

dicurigai dan ditentang, melainkan sebagai partner yang selalu diharapkan 

kehadiran dan pertolongannya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan 

bersama (Sibuea, 2010:42). 

Dana Bantuan Operasional Sekolah hubungannya sangat erat dengan 

Teori Welfare State, dimana Negara turut melakukan intervensi sebagai 

penjamin kesejahteraan. 

 

2.7.3 Teori Sistem Hukum Perspektif Lawrence M. Friedman 

Teori tentang elemen sistem hukum dikemukakan oleh Friedman 

(2013:12) yang terkenal dengan tiga elemen sistem hukum (three elements law 

system). Menurutnya, dalam sebuah negara yang menerapkan sistem hukum, 

paling tidak harus ada tiga unsur yang akan dijadikan sebagai dasar atau 

fondasinya, agar sistem hukum negara tersebut kuat. Ketiga unsur tersebut 

adalah: legal structure (struktur hukum), legal substance (substansi hukum), 

legal culture (budaya hukum). Struktur hukum (legal structure), yaitu 

keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup 
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antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, 

pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain (Friedman. Terj khozim, 

2009:204). 

Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah di 

Kota Semarang yang menjadi kajian peneliti sebagaimana dimaksud adalah 

meneliti apakah Peraturan Daerah ini sesuai dengan kenyataan yang di 

lapangan serta dibuat sebagaimana prosedur yang berlaku. 

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dikaitkan dengan teori 

hukum Lawrence, dikarenakan adanya sinergitas antara tiga unsur yang telah 

disebutkan yakni : 

1) Legal Structure, dimana Dana Bantuan Operasional Sekolah 

memiliki struktur yang sistematis sehingga diharapkan dapat berjalan 

sebagaimana mestinya; 

2) Legal Substance, dimana erat kaitannya dengan peraturan 

perundang-undangan dan peraturan lain yang memiliki hubungan 

dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah; dan 

3) Legal Culture, dalam hal ini masyarakat sebagai penggerak yang 

memiliki kekuatan untuk menciptakan bagaimana Dana Bantuan 

Operasional Sekolah itu sendiri dijalankan. 
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Teori : 

1. Teori Welfare State 

2.Sistem Hukum 

Lawrence M. 

Friedman 

2.8 Kerangka Berpikir 

 Secara umum kerangka berpikir yang akan dibangun dalam penelitian ini 

dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut : 

 

 
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

Pasal 31 ayat (1) dan (2) 

 

 

 

 

 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 

Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional 

Sekolah 

6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan. 
 

 

 

 

1. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) dan kendala-kendala yang 

dihadapi khususnya di Kota Semarang. 

2. Model Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan Pemerintah 

khususnya pada Daerah Kota Semarang 

 

 

 

 

Terwujudnya Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) yang relevan dengan tujuan 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kota Semarang yaitu 

Pemerataan Kesempatan Pendidikan 

 

 

Bagan 2.2 

Kerangka Berpikir 

 

 

Yuridis Sosiologis : 
 

1. Wawancara/ 
Interview 

2. Dokumentasi 

3. Studi 
Kepustakaan 
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Penjelasan : 

a. Input (Data Penelitian) 

Di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tertuang pada Pasal 

31 ayat (1) dan (2) telah  diatur bahwa setiap warga negara berhak mendapat 

pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 

pemerintah wajib membiayainya, dimana dengan adanya pengaturan 

mengenai pendidikan yang wajib maka Negara mempunyai tanggung jawab 

untuk menyelenggarakannya. Selanjutnya penelitian ini memiliki dasar 

hukum terkait pengelolaan pendidikan dan pengawasan yaitu : 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 203 tentang
 

Sistem Pendidikan 

Nasional; 

2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 

Pendidikan; 

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.07/2013 tentang Pedoman 

Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013; 

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah; 

6) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan. 
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b. Output (Tujuan) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan serta 

hambatan-hambatan terkait model pengelolaan dan pengawasan dana BOS di 

Kota Semarang. 

Keseluruhan proses dalam kerangka pemikiran di atas merupakan 

strategi untuk mencapai terwujudnya model pengelolaan dan pengawasan 

dana Bantuan Operasional Sekolah yang transparan dan juga akuntabel di 

dalam pendidikan Indonesia. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Model 

Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di 

Kota Semarang (Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 

Tahun 2007) dapat ditarik simpulan sebagai berikut :  

1. Pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan dana bantuan operasional 

sekolah di Kota Semarang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota 

Semarang sesuai guideline atau arahan materi dalam  melakukan 

fasilitasi dan monitoring sekolah-sekolah yang melakukan 

pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dengan mandiri. 

Namun dalam melakukan pengawasan, Dinas Pendidikan secara 

melekat dibantu oleh Inspektorat Kota Semarang. Inspektorat Kota 

Semarang memiliki fungsi lebih khusus dalam melakukan 

pengawasan terhadap dana bantuan operasional sekolah yakni 

dengan melakukan pemeriksaan post audit yang harapannya dapat 

menjadikan pengelolaan lebih baik dengan SPJ yang lengkap, 

dengan begitu sekaligus dapat meminimalisir kecurangan-

kecurangan yang ada dalam pengelolaan dana bantuan operasional 

sekolah. Kendala dalam melaksanakan pengelolaan dan pengawasan 

dana bantuan operasional di Kota Semarang menjadi tantangan 

89 
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tersendiri bagi Dinas Pendidikan Kota Semarang dan Inspektorat 

Kota Semarang untuk berbenah, seperti banyaknya sekolah di Kota 

Semarang yang harus dilakukan monitoring sampai dengan 

pertanggung jawaban akan tetapi waktu untuk melakukan hal 

tersebut relatif singkat dan juga dalam melakukan pengawasan oleh 

Inspektorat Kota Semarang hanya dapat dilakukan sampling yang 

terkadang tidak mencakup semua sekolah di Kota Semarang. 

2. Model pengelolaan dan pengawasan dana bantuan operasional 

sekolah di Kota Semarang (perspektif Perda Kota Semarang Nomor 

1 Tahun 2007) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota 

Semarang dan dibantu oleh Inspektorat Kota Semarang dalam 

pengawasannya, antara lain : penyaluran dana bantuan operasional 

sekolah oleh pusat yang ditujukan langsung kepada sekolah-sekolah 

penerima dana bantuan operasional sekolah yang sebelumnya sudah 

difasilitasi Dinas Pendidikan yang memastikan bahwa setiap sekolah 

mendapatkan dana tersebut, lalu yang kedua menjadi fasilitator 

tentang sebagai yang menerapkan besaran dana yang disalurkan dari 

pusat ke sekolah-sekolah, lalu yang ketiga Dinas Pendidikan bersama 

dengan Inspektorat Kota Semarang melakukan sinergitas terhadap 

pengawasan yang dilakukan agar tidak terjadi kecurangan-

kecurangan terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, 

dan yang terakhir pengelolaan dana bantuan operasional sekolah 
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dilakukan sendiri oleh sekolah-sekolah sebagai wujud kemandirian 

dengan pendampingan dari Dinas Pendidikan Kota Semarang. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat penulis sampaikan terkait penelitian tentang Model 

Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di 

Kota Semarang (Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 

Tahun 2007) adalah sebagai berikut : 

1. Dinas Pendidikan Kota Semarang perlu penambahan waktu atau 

tenaga pekerja lebih dalam melakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap dana bantuan operasional sekolah, dikarenakan jumlah 

sumber daya manusia yang terbatas dan banyaknya anggaran yang 

perlu dikelola, akan sangat membantu jika Dinas Pendidikan Kota 

Semarang diberi waktu tambahan atau tenaga pekerja lebih. 

2. Inspektorat Kota Semarang perlu adanya pelatihan kompetensi untuk 

sumber daya manusia yang dimiliki, agar semakin terbentuk tenaga 

yang kompeten, profesional dan berakhlak mulia.  
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